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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.13,2014 Dinas  Perindustrian, Perdagangan,dan 

Koperasi Kabupaten Bantul; 

Perubahan, peraturan daerah, perizinan,  
usaha, perindustrian,perdagangan 

 

 
BUPATI BANTUL 

 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR    13     TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA 

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang 
lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar 

mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan 
dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan 
kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan 

penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian 
dan perdagangan; 
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b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-

undangan di bidang perindustrian dan perdagangan, Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, perlu 

disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang 
Perindustrian dan Perdagangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 44); 

 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1982 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3214); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang 

dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3346); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 
 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah    diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 
14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

59); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3596); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4742); 
 

15. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau 

Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan; 
 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ 

PER/9/2007 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-
DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang 

Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan; 
 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/ 

PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 
 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/ 
PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha 
Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor  32/M-DAG/PER/8/2008 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem 
Penjualan Langsung; 

 

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ 
PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin 

Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 
 

20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/ 

PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin 
Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri Dalam Rangka 

Penanaman Modal; 
 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ 

PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba; 
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22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/ 

PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko 
Modern; 

 

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/ 
PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam 
Waralaba Untuk Jenis Usahan Makanan dan Minuman; 

 

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/ 

PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan 
Perdagangan; 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 
tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2007 Seri D Nomor 11); 

 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2010 Seri Nomor) sebagaimana telah diubah  dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 15); 

 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 

14); 
 

 

 

 


